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MOTTO

“ KONSUMEN ADALAH RAJA”

Sumber : Jefferson Kameo (Republika, 12 Juni 1997)
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RINGKASAN

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan gerakan
perlindungan konsumen pertama di Indonesia. YLKl merupakan
organisasi kemasvarakatan (sosial] vang bersifat terbuka dan
sederhana vang bergerak dalam bidang bimbingan dan perlindungan
konsumen. keberadaan YLKI sebagai organisasi konsumen, memang,
sangat penting. Sebab, YLKI berjuang untuk melindungi hak-hak dan
kepentingan konsumen, serta menggalang solidantas konsumen
guna memperkuat peran dan posisi kKonsumen sehingga tidak

menjadi pihak yang selalu dirugikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang perlu
dikaji adalah mengenai bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh
YLKl dalam usaha memperjuangkan hak-hak konsumen,
bagaimanakah langkah-langkah penvelesaian yang ditempuh oleh
YLK! sehubungan dengan kasus-kasus pengaduan oleh konsumen,
dan apa saja kendala-kendala vang dihadap oleh YLK!I dalam

menangani kasus-Kasus pengaduan oleh konsumen.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui upaya yang
dilakukan oleh YLK! dalam memperjuangkan hak-hak konsumen,
untuk mengetahui langkah-langkah penyelesaian yang ditellnpuh oleh
YLKI serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani kasus-

kasus pengaduan oleh konsumen.

Metode pendekatan masalah yvang digunakan adalah pendekatan

vuridis normatif dan yuridis sosiologis, yang menggunakan data

NN
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sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data diperoleh
melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, yang kemudian

dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka keberadaan
YLKl dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen
adalah bahwa wupaya YLKI dalam memperjuangkan hak-hak
konsumen yvaitu mendesak pemerintah segera membentuk/membuat
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang  Perlindunagn Konsumen, melakukan pemberdavaan
konsumen, dan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha
tentang pentingnya perlindungan konsumen. Langkah-langkah
penyelesaian yang ditempuh oleh YLKI sehubungan dengan kasus-
kasus pengaduan oleh konsumen vaitu dengan menghubungi pelaku
usaha, menghubungi instansi terkait dan mengajukan gugatan ke
pengadilan. Kendala-kendala vang dihadapi adalah belum
lengkapnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang,
Perlindungan Konsumen (UUPK), tingkat kesadaran konsumen yang
masih sangat rendah, serta sikap pelaku usaha yang beritikad buruk

dan tidak mau bertanggung jawab.

Saran saran yang dapat diberikan antara lain hendaknya pemerintah
segera membual/membentuk peraturan-peraturan pelaksanaan dari
UUPK, sosialisasi UUPK, konsumen hendaknya lebih kritis dan
vberani untuk menuntut hak-haknva kepada pelaku usaha, serta
pelaku usaha hendaknya bersikap jujur dan bertanggur;g jawab

dalam melakukan kegiatan usahanva.

XA
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP 1l) ditandai dengan
gejala globalisasi ekonomi. Aktivitas ekonomi terus berkembang
tanpa menghiraukan batas-batas negara. Teknologi komunikasi dan
transportasi berkembang semakin canggih, sehingga mempermudah
aktivitas ekonomi.

Perkembangan perekonomian vang pesat khususnya bidang
perindustrian dan perdagangan, telah menghasilkan berbagai variasi
barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Hal itu disebabkan
oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, sehingga
memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa
melintasi batas-batas wilavah suatu negara, sehingga barang
dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi luar negeri
maupun produksi dalam negeri.

Kondisi vang demikian pada satu sisi memberikan manfaat
bagi konsumen, karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang
diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan
untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesual
dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Namun, pada sisi lain
masih banyak terdapat para pelaku usaha vang melakukan aktivitas
bisnis secara tidak sehat, dengan tujuan untuk memperoleh
keuntungan vang sebesar-besarnya, tanpa memperhatikan hak-hak
dan kepentingan konsumen, sehingga merugikan konsumen. Hal ini

mengakibatkan kedudukan produsen/pelaku usaha dan konsumen
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menjadi tidak seimbang dan konsumen pada umumnya berada pada
posisi yang lemah.

Adalah suatu realita, konsumen menduduki posisi yang cukup
penting dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian. Namun
ironisnya, sebagai pelaku ekonomi posisi konsumen justru sangat
lemah, baik secara sosial maupun ekonomi. Lemahnya posisi
konsumen dalam banvak hal, telah menimbulkan serangkaian
eksploitasi oleh produsen vang secara sosial dan ekonomi lebih kuat.
Hal ini bisa terjadi mengingat kepentingan konsumen seringkali
dikendalikan oleh kekuatan diluar dirinya, baik oleh para produsen
dan pengusaha maupun oleh pemerintah. Sementara suara
konsumen nyvaris tidak pernah terdengar. (Warta Konsumen, April
1995:7). Kenvataan ini menunjukkan bahwa posisi konsumen juga
lemah dari segi hukum, yaitu ketika konsumen berhadapan dengan
pelaku usaha maupun pemerintah untuk mendapatkan perlindungan
hukum, guna memperoleh hak-haknya karena telah dirugikan oleh
produsen/pelaku usaha.

Lahirnva gerakan perlindungan konsumen dinegara-negara
maju, merupakan bukti bahwa hak-hak masyarakat dijunjung tinggi
dan dihargai. Kebangkitan perekonomian dunia telah mendorong
tumbuh dan berkembangnya gerakan perlindungan konsumen ke
berbagai negara, termasuk di Indonesia. Tujuan gerakan
perlindungan konsumen ini adalah memberikan perlindungan
terhadap konsumen, agar terhindar dari hal-hal yang merugikan,
membahavakan kesehatan dan keselamatan jiwa dalam p_cmakaian
ataupun penggunaan barang dan/atau jasa serta membela dan

memperjuangkan hak-hak konsumen. (C. Tantn D, Sulastri, 1995:2).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Yavasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan
gerakan perlindungan konsumen pertama kali di Indonesia yang
berdiri pada tanggal 11 Mei 1973 di Jakarta, yang pada awalnya
diilhami oleh rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar
barang-barang produksi dalam negeri. YLKI merupakan organisasi
kemasyarakatan (sosial) yang bersifat terbuka dan sederhana yang
bergerak dalam bidang bimbingan dan perlindungan konsumen yang
mempunyai tujuan membimbing dan melindungi konsumen menuju
kesejahteraan keluarga. Untuk mewujudkan tujuannya itu, YLKI
melakukan berbagai program kegiatan, diantaranya adalah bidang
pendidikan, vyaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan
konsumen melalui pendidikan konsumen dan bidang pengaduan,
yaitu menerima dan menyelesaikan keluhan atau ketidakpuasan
konsumen terhadap barang dan/atau jasa vang dikonsumsinya.
(YLKI, 1982).

Perjuangan YLKI dalam membantu mewujudkan perlindungan
hukum bagi konsumen selalu menghadapi berbagai tanggapan dan
tantangan, baik dari produsen atau pengusaha, pemerintah maupun
masyarakat konsumen sendiri. Namun demikian, YLKI senantiasa
berusaha dengan daya upaya yang maksimal untuk membuktikan
keberadaannya sebagai lembaga vang benar-benar bergerak dalam
bidang sosial kemasvarakatan. YLKI juga sebagai wahana bagi
masyarakat konsumen, untuk meminta bantuan dan perlindungan
dari pelanggaran atau kelalaian vang dilakukan oleh pihak produsen
vang akibatnva dirasakan oleh masyarakat konsumen.

Keberadaan YLKI ditengah-tengah masyaraka£ sebagai
organisasi konsumen, dirasakan memang sangat penting. Sebab,

YLKI merupakan lembaga swadava masvarakat vang berjuang untuk
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melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen, serta menggalang
solidaritas konsumen guna memperkuat peran dan posisi konsumen
sehingga tidak menjadi pihak yang selalu dirugikan. Selain itu guna
membantu pemerintah, maka YLKl sangat diperlukan untuk
melakukan upava pemberdayaan konsumen didalam rangka

mewujudkan perlindungan konsumen.

1.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, untuk
mempermudah dalam pembahasannya maka sava membatasi ruang
lingkupnya pada bidang hukum perlindungan konsumen yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya
yang  berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pokok
permasalahan yang akan diuraikan disini adalah keberadaan
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam mewujudkan

perlindungan hukum bagi konsumen.

1.3. Rumusan Masalah
Berpedoman pada latar belakang dan ruang lingkup diatas,
maka saya ingin mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya vang dilakukan oleh YLKI dalam usaha
memperjuangkan hak-hak konsumen ?

2. Bagaimanakah langkah-langkah penvelesaian yang ditempuh oleh
VLKI sehubungan dengan kasus-kasus pengaduan oleh
konsumen?

3. Apa saja kendala-kendala vang dihadapi oleh YLKI dalam

menangani kasus-kasus pengaduan oleh konsumen ?
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1.4. Tujuan Penulisan
Agar penulisan skripsi memiliki sasaran vang tepat, maka saya
menerapkan tujuan penulisan dari penulisan skripsi dalam tujuan

yang bersifat umum dan tujuan vang bersifat khusus.

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi kepentingan akademis sebagai
salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember.

2 Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah,
praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum dalam bidang
hukum.

3 Untuk menerapkan ilmu hukum vang telah diperoleh pada
perkuliahan guna mewujudkan masyarakat yang aman, tentram,
dan berkeadilan. :

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui upaya vang dilakukan oleh YLKI dalam
memperjuangkan hak-hak konsumen.

2. Untuk mengetahui langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh
oleh YLK! sehubungan dengan kasus-kasus pengaduan oleh
konsumen.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala vang dihadapi oleh YLKI

dalam menangani kasus-kasus pengaduan oleh konsumen.

1.5. Metode Penulisan
Adapun metode penulisan  vang digunakan didalam

penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :
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1.5.1. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif vaitu pendekatan masalah yang menggunakan sumber data
sekunder, dan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah yang
menggunakan data primer. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:10).
Maksudnya adalah menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan bahan-bahan pustaka lain yang

berkompeten, dikaitkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

1.5.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
diperoleh melalui :
1. Sumber Data Primer

adalah sumber data vang diperoleh melalui wawancara dan

meminta penjelasan secara langsung dari Yavasan Lembaga

Konsumen Indonesia (YLKI) Yogyakarta.

2. Sumber Data Sekunder

adalah sumber data vang didapatkan dari beberapa literatur yang

ada kaitannya dengan masalah yang ada dalam skripsi ini.

Sumber data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, vaitu bahan-bahan yang mengikat
berupa yurisprudensi, undang-undang dan peraturan-
peraturan yang lain yang berkaitan dengan permasalahan ini.

b, Bahan hukum sekunder, vaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum _primer,
seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan

hasil karya dari kalangan hukum.
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c. Bahan hukum tersier, yvaitu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, contohnya adalah bibliografi, indeks

kumulatif. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:53).

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

1.

Prosedur pengumpulan data menggunakan dua cara yaitu :

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-
teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang
berhubungan dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut
berupa peraturan perundang-undangan, karva ilmiah para
sarjana, dan buku-buku literatur serta dokumen-dokumen,
kliping, majalah dan koran yang digunakan untuk menjawab

permasalahan yang ada.

. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data vang bersifat primer.
Data diperoleh dengan mengadakan tanyva jawab (wawancara)
dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah pihak Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Yogyvakarta. (Ronny Hanitijo

Soemitro. 1990:98).

1.5.4. Analisis Data

Di dalam menganalisis data digunakan metode deskriptif

kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode

untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu masalah yang

akan dibahas, kemudian diuji dengan teori, norma dan kaidah-

kaidah hukum vang berlaku. Proses selanjutnya adalah menarik
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Digital Repository Universitas Jember’

kesimpulan secara deduktif yaitu menganalisa permasalahan yang
bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yvang bersifat khusus. (Ronny

Hanitijo Soemitro, 1988:139).
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BAB II
TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.1. Fakta

Selama beberapa dasawarsa telah terjadi sejumlah peristiwa
penting vang menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen
dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, yang mencuat ke
permukaan sebagai keprihatinan nasional yang tak kunjung
mendapat perhatian dari sisi perlindungan hukum bagi para
konsumen. Padahal, penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari
200 juta jiwa tidak akan mungkin menanggalkan predikat
“konsumen”. (Yusuf Shofie, 2000:15).

Berdasarkan data pengaduan dan temuan YLKI Yogyakarta
tahun 1995 sampai dengan tahun 1998 terdapat 73 pengaduan yang
masuk di YLKI Yogyakarta. Dari sejumlah pengaduan tersebut dapat
diklasifikasikan menjadi dua, yvaitu berupa:

a. Barang
Menyangkut permasalahan mengenai makanan dan minuman,
alat kebutuhan rumah tangga, kosmetik serta obat-obatan.

b. Jasa
Menyangkut permasalahan mengenai jasa pelavanan PT.Telkom,
PT.PLN, PDAM, perumahan, asuransi, kredit kendaraan bermotor
dan undian berhadiah.

Berdasarkan data-data pengaduan itu, maka upaya
perlindungan konsumen oleh YLKI Yogyakarta dari kasus-kasus
tersebut dikelompokkan menjadi: (Lihat lampiran 4). '

1. Perlindungan dari bahaya terhadap keamanan dan kesehatan

Kasus vang ditemui adalah:
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Ada benda melayang-layang dalam air minum dalam kemasan.

Kemasan makanan kaleng sudah rusak seperti penyok,

menggembung, karat dan bocor.

Makanan/minuman sudah kadaluarsa tapi masih dijual.
Aroma isi makanan tidak segar.

Terdapat sarung tangan dalam susu kaleng.

Obat dalam kemasan sudah rusak.

Isi makanan sudah rusak seperti berulat, berjamur, berubah
warna dan berbau tidak enak.

Setelah minum obat dada menjadi sesak, panas.dan pusing.

Di dalam proses produksi digunakan bahan tambahan yang

bukan Bahan Tambahan Makanan.

Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi konsumen

Kasus yang ditemui adalah:

a)

b)

Masalah informasi dalam label

e Tidak terdaftar di Departemen Kesehatan.

 Nomor Pendaftran palsu.

e Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

e Informasi ditulis selain dengan huruf latin.

e Ukuran vang tercantum pada label tidak sesuail dengan
kenvataan.

e Dibalik label ada label.

e Pemalsuan merek.

e Pencantuman “Halal” vang diragukan keabsahannya.

e Informasi yang menyesatkan.

Masalah undian berhadiah

e Tidak diikutsertakan dalam undian.
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* Tidak mencantumkan ijin Departemen Sosial dalam iklan.

e Tidak tahu cara dan hasil undian.

¢ Penyelenggara undian tidak mengetahui bahwa harus ada
ijin dari Departemen Sosial.

¢) Promosi dengan surat (Direct Marketing)

e Di dalam surat dijanjikan akan diberi hadiah, setelah
datang ternvata harus membeli barang dahulu.

d) Multilevel Marketing
e Tidak dengan menjual barang, tetapi dengan merekrut

anggota baru. Penghasilan diperoleh dari iuran yang
disetor anggota baru.

e) Perjanjian/kontrak yang dirumuskan secara sepihak oleh
produsen vang isinya berisi kewajiban konsumen, tetapi,
mengabaikan hak-hak konsumen
e Perjanjian kredit kendaraan bermotor.

e Perjanjian polis asuransi.
e Perjanjian pengadaan rumah.
e Perjanjian vang dibuat oleh Telkom, PLN dan PDAM dengan
calon pelanggan.
Dari semua pengaduan yang diterima oleh YLKI Yogyvakarta

- sebagian besar pengadu menuntut ganti rugi. Namun, tidak semua

pengadu mendapatkan ganti rugi, karena berbagai sebab, seperti

kekurangan bukti atau produsen menolak. Selain itu, ada juga
konsumen vang mendapatkan ganti rugi setelah melalui proses
negosiasi dan mediasi yang panjang. (Wawancara dengan lbu

Mungisah Martopo, S.H., Ketua Bidang Pengaduan YLKI Yogyakarta,

pada tanggal 3 Juli 2000 di Yogyakarta).
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2.2. Dasar Hukum
Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini1 adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1234, 1320, 1365.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961
Tentang Barang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar
Perusahaan.

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustiian.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenaga-
listrikan.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Agreement
Establishing the World Trade Organization (Persetujuan

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

2.3. Kerangka Teoritik
2.3.1. Ruang Lingkup Perlindungan'Konsumen
2.3.1.1. Pengertian Konsumen )
Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata
“consumer”, secara harfiah berarti setiap orang vang menggunakan

barang atau jasa. (A.S. Hornby dalam Nasution. Az, 1995:69).
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Menurut Az. Nasution (1995:69) pengertian konsumen adalah
setiap orang vang mendapatkan secara sah dan menggunakan
barang/jasa untuk suatu kegunaan tertentu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa
yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai
barang dan/atau jasa vang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk
hidup lain, dan tudak untuk diperdagangkan.

Dari beberapa definisi diatas, tampak dua (2) pengertian atau
jenis konsumen, yaitu:

1. Konsumen vang menggunakan barang/jasa untuk Kkeperluan
komersial;

2. Konsumen vang menggunakan barang/jasa untuk keperluan diri
sendiri/keluarga dan non-komersial. (Az. Nasution, 1995:71).

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen-
antara dan konsumen-akhir. Konsumen-antara adalah konsumen
vang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses
produksi suatu produk lain, contohnya adalah produsen, supplier,
distributor, dan pedagang. Konsumen-akhir adalah pengguna atau
pemanfaat akhir dari suatu produk, yakni setiap orang alami yang
menggunakan produk konsumen untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga tidak untuk
diperdagangkan kembali.

Berdasarkan hal-hal vang dikemukakan diatas, maka
pengertian konsumen yang dimaksudkan di dalan'd hukum
perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen adalah konsumen-akhir.
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2.3.1.2. Batasan dan Pengertian Hukum Konsumen dan Hukum
Perlindungan Konsumen

Sampai saat ini belum jelas apa yang dimaksud dengan Hukum
Konsumen dan atau Hukum Perlindungan Konsumen. Hal ini
disebabkan karena Hukum Konsumen dan atau Hukum
Perlindungan Konsumen merupakan cabang hukum yang masih baru
serta masih mencari bentuk dan mencari pengakuan.

Az. Nasution (1999:23) mendefinisikan Hukum Konsumen
adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur
hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan barang
dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan
bermasyarakat.

Dari definisi diatas tampak, bahwa Hukum Konsumen terdiri
dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang perilaku orang dalam pergaulan hidup untuk memenuhi
kebutuhan hidup mereka, yaitu penyedia barang atau penyelenggara
jasa kebutuhan hidup manusia dan konsumen pengguna barang
atau jasa tersebut.

Hukum Konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam
hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya
berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing maupun
tingkat pendidikan. Setidaknya antara penyedia barang atau
penvelenggara jasa dengan konsumen pengguna barang atau jasa
yang berkedudukan seimbang, maka masing-masing lebih mampu
mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. (Az.
Nasution, 1995:66). ‘

Batasan/pengertian Hukum Perlindungan Konsumen adalah

keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi
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konsumen dalam hubungan dan masalah penvediaan dan
penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya,
dalam kehidupan bermasyarakat. (Az. Nasution, 1999:23).

Hukum Perlindungan Konsumen dibutuhkan, apabila kondisi
pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum dalam masyarakat
itu tidak seimbang. Merupakan kenyataan bahwa kedudukan
konsumen, baik secara individu maupun kelompok berada pada
posisi yang lebih lemah dalam hubungannva dengan para penyedia
barang dan/atau jasa konsumen, baik secara ekonomi, tingkat
pendidikan maupun kemampuan atau dava bersaing/daya tawar. (Az
Nasution, 1995:67).

Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan kedudukan antara
penyedia barang dan/atau jasa dengan konsumen maka diperlukan
perlindungan hukum bagi konsumen di dalam hukum perlindungan

konsumen.

2.3.1.3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, pasal 1 angka 1 menvebutkan bahwa yang
dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang
~ menjamin  adanya kepastian  hukum  untuk memberikan
perlindungan hukum kepada konsumen.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan
konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan

dan keselamatan. serta kepastian hukum.
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Tujuan perlindungan konsumen yang tertuang di dalam pasal

3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen adalah:

a.

b.

meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian
konsumen untuk melindungi dir;

mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannyva dari ekses negatif pemakaian barang
dan/atau jasa;

meningkatkan pemberdavaan konsumen dalam  memilih,
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagail konsumen;
menciptakan sistem perlindungan konsumen vang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi;

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;

meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan

kenvamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

- 2.3.1.4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen dicetuskan pertama kali oleh Presiden

Amerika Serikat J.F. Kennedy, yang disampaikan dalam pidato

kenegaraannya dihadapan kongres pada tanggal 15 Maret 1962. Hak-

hak konsumen itu dikenal sebagai "Consumer Bill of Right” terdiri

dari:

38
2.

Hak keamanan (the right to safety);

Hak informasi (the right to be informed),
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3=
4,

Hak memilih (the right to choose);
Hak untuk didengar (the nght to be heard). (Az. Nasution,
1995:159).

Menurut Imam Baehagie Abdullah (1990:4), hak-hak

konsumen adalah:

a.
b.
€.
d.

o -

> @

Hak untuk memperoleh kebutuhan pokok;

Hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan,
Hak untuk mendapatkan informasi;

Hak untuk memilih;

Hak untuk mendapatkan perwakilan;

Hak untuk mendapatkan ganti rugi;

Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen;

Hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.

Di dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak

sebagai berikut:

1.

hak atas kenvamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesual dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan:

hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa;

hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa vang digunakan; :

hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya
penvelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
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7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. hak-hak vang diatur dalam peraturan perundang-undangan
lainnya.

Danri butir-butir hak-hak konsumen tersebut diatas, terlihat
bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen
merupakan hal vang paling pokok dan utama dalam perlindungan
konsumen. Untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa
dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak
membahayakan konsumen penggunanva, maka konsumen diberikan
hak untuk memilih barang dan/atau jasa yvang dikehendakinya
berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur.
Apabila terdapat penyimpangan vang merugikan, konsumen berhak
untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yvang
adil, kompensasi dan ganti rugi. (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,
2000:30).

Selain itu, pada hakekatnya perlindungan konsumen
‘menyiratkan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan
(hukum) konsumen. Adapun kepentingan-kepentingan konsumen
yvang termuat dalam Resolusi PBB No0.39/248 Tahun 1985 tentang
Guidelines for Consumer Protection adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan
dan keamanan;

b. Promosi dan perlindungan Kkepentingan sosial ekonomi

konsumen;
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Tersedianya informasi vang memadai bagi konsumen untuk
memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat'
sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
Pendidikan konsumen;
Tersedianya upava ganti rugi vang efektif;
Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau
organisasi lainnya yang relevan dan memberi kesempatan kepada
organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnva dalam
proses pengambilan keputusan yang menyvangkut kepentingan
mereka. (Yusuf Shofie, 2000:251).

Az Nasution (1995:78-80) mengelompokkan kepentingan-

kepentingan konsumen menjadi tiga (3), vaitu:

a.

Kepentingan fisik konsumen

Kepentingan fistk konsumen adalah kepentingan badani
konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan
keselamatan tubuh dan atau jiwa mereka dalam penggunaan
barang atau jasa konsumen. Di dalam setiap perolehan barang
atau jasa konsumen, haruslah barang atau jasa itu memenuhi
kebutuhan hidup dari konsumen tersebut dan memberikan
manfaat baginya (tubuh dan jiwanya).

Kepentingan sosial-ekonomi konsumen

Kepentingan sosial-ekonomi konsumen menghendaki, agar setiap
konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan
sumber-sumber ekonomi mereka, dalam menda.patkan barang
atau jasa kebutuhan hidup mereka. Hasil optimal bagi konsumen
hanya dicapai. apabila konsumen dalam pembelian kebutuhan
hidupnya memperoleh barang atau jasa, senilai dengan harga

vang harus dibayarnya untuk itu dan adanya jaminan terhadap
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kepentingan-kepentingannya sebagaimana yang termuat dalam
Resolusi PBB N0.39/248 Tahun 1985.

c. Kepentingan hukum konsumen
Kepentingan hukum bagl masyarakat Indonesia dalam kualitas
mereka sebagai konsumen, merupakan suatu kepentingan dan
kebutuhan vang sah. Maka, dengan dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kepentingan-
kepentingan konsumen.

Selain dari hak-hak dan kepentingan-kepentingan konsumen
diatas, konsumen juga mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai
penyeimbang dari hak-hak tersebut. Adapun kewajiban konsumen
sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah
sebagai berikut:

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
keamanan dan keselamatan;

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa;
membayar sesuai dengan nilai tukar vang disepakati;

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.

Konsumen juga mempunyai tanggung jawab sebagai konsumen
yaitu:

a. Bersikap kritis;

b. Berani bertindak;

c. Memiliki kepedulian sosial,
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d. Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup;

e. Memiliki rasa setia kawan. (Imam Baehagqie Abdullah, 1990:12).
Adanya hak-hak, kepentingan-kepentingan dan tanggung

jawab konsumen dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh

hasil yang optimal atas perlindungan dan kepastian hukum bagi

dirinya.

2.3.1.5. Pengertian Pelaku Usaha

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, pergertian pelaku usaha
adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakar kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang dimaksudkan dalam pengertian diatas
adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

koperasi, importir, distributor dan lain-lain.

2.3.1.6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha
dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada
konsumen, maka pelaku usaha mempunyai hak sebagaimana yang
termuat di dalam ketentuan pasal 6 Jndang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:
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hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa vang
diperdagangkan;

hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidak baik;

hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen;

hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan;

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.

Sebaliknya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka

kepada pelaku usaha diberikan pula kewajiban-kewajiban yang

harus dipenuhi berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

a.

b.

beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;

menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku;

memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan
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dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau
diperdagangkan,

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak
sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha tersebut diatas merupakan
manifestasi dari hak-hak konsumen dan sebagai tanggung jawab

daripada para pelaku usaha.

2.3.2. Ruang Lingkup Lembaga Perlindungan Konsumen
2.3.2.1. Pengertian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat

Di dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konisumen, bahwa yang dimaksud
dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh
pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan
konsumen.

Lembaza ini dibentuk untuk meningkatkan partis.pasi
masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen, serta
menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung

jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
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2.3.2.2. Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat

Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
sebagaimana tertuang dalam pasal 44 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

1. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran
atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
memberikan naschat kepada konsumen yang memerlukannya;
bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan
perlindungan konsumen;

4. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk
menerima keluhan atau pengaduan;

5. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat

terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

2.3.2.3. Pengertian dan Struktur Organisasi YLKI

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) adalah
organisési kemasyarakatan (sosial), non politik, non komersial, non
profit dan bersifat terbuka, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11
Mei 1973 dengan akta notaris G.K.S. Loemban Tobing, akta No. 26
tanggal 11 Mei 1973.

Pada tahun 1978 dibentuk YLKI Perwakilan Yogyakarta yang
ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pengurus Harian YLKI
No. 01/VI/DPP/78 tanggal 12 april 1978 tentang Pembentukan
Perwakilan Lembaga Konsumen Yogvakarta. Kemudian, palda tanggal

12 April 1999 YLKI Perwakilan Yogyvakarta berdiri sendiri dan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

berubah menjadi organisasi Gerakan Solidaritas Konsumen Indonesia
dengan nama YLKI Yogvakarta.

YLKI Yogvakarta merupakan gerakan solidaritas konsumen
vang mempunvai visi, misi dan tujuan sebagai suatu organisasi
kemasvarakatan vang bergerak dibidang perlindungan konsumen.
Visi YLKI Yogyvakarta adalah menumbuhkan kembali persahabatan
vang saling membutuhkan antara produsen dan konsumen sehingga
tercipta keadilan bagi kedua belah pihak, sedangkan misi vang
diembannya adalah:

a. Menumbuhkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan
kewajibannva.

b. Menggalang kekuatan konsumen dengan semangat nir-
kekerasan.

c. Memperdulikan masyarakat konsumen terutama yang nir-daya.

d. Memperjuangkan keadilan bagi konsumen.

e. Menjaga kelestarian manfaat bumi.

Tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Terbentuknva masvarakat konsumen yang kritis.

2. Terpenuhinya hak-hak konsumen.

3. Terbentuknva gerakan solidaritas konsumen. (Lihat lampiran 2).

YLKI Yogvakarta mempunyai beberapa bidang kegiatan guna
mengimplementasikan visi dan misi serta mencapai tujuannya yaitu:
1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Bidang ini mempunvai kegiatan untuk memberikan pendidikan
dan penvuluhan kepada masyarakat konsumen supaya
konsumen sadar, peduli dan berani untuk memperjueingkan hak
dan kewajibannva sebagai konsumen. Kegiatan bidang ini

dilakukan melalui pendidikan populer seperti diskusi, seminar,
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penvuluhan, penulisan artikel di media massa, siaran radio dan
TV serta pelatihan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang ini melakukan pengujian atau penelitian laboratorium dan
survei pasar terhadap kualitas produk-produk vang beredar di
pasar baik karena pengaduan dari konsumen, ajakan kerjasama
dari instansi pemerintah maupun berdasarkan program YLKI
sendiri. Selain itu juga bertugas menguji kebenaran pokok
pengaduan konsumen apabila diperlukan oleh bidang pengaduan.
Bidang Pengaduan

Bidang pengaduan menerima, menampung dan menyelesaikan
keluhan atau pengaduan dari konsumen, baik vang disampaikan
secara langsung maupun melalui surat, telepon atau media
massa.

Bidang Advokasi

Kegiatan bidang advokasi adalah untuk mempengarubhi
pengambilan keputusan baik oleh pemerintah maupun pelaku
usaha vang menvangkut kepentingan konsumen dengan cara
melakukan dengar pendapat, dialog, lobi dan litigasi. Advokasi
juga diartikan sebagai upaya pembelaan konsumcn berdasarkan
peran fungsional vang dijabarkan oleh YLKI untuk memperkuat
peran dan posisi konsumen.

Bidang Hukum

Kegiatan bidang hukum adalah mengkritisi berbagai isu atau
persoalan hukum, termasuk juga kebijakan pemerintah dalam
berbagai aktivitas perlindungan konsumen, mensosialisasikan
berbagai peraturan/kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh

pemerintah kepada masyarakat konsumen maupun pelaku


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

b.

usaha. serta mengkaji dan menvelesaikan persoalan atau kasus-
kasus yang muncul dibidang perlindungan konsumen bekerja
sama dengan bidang-bidang vang lainnya.

Adapun Struktur Organisasi YLKI Yogyakarta terdiri dar:
Dewan Pengurus
Adalah pimpinan tertinggi vang melaksanakan keputusan-
keputusan Kongres/Musyvawarah Anggota, yvang terdiri atas:
e Ketua Umum
» Sekretaris Umum
e Bendahara Umum
¢ Ketua Bidang Organisasi
¢ Ketua Bidang Kehumasan
* Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan
» Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan
* Ketua Bidang Advokasi
e Ketua Bidang Pengaduan
* Ketua Bidang Hukum
Dewan Pengawas
Bertugas mengawasi keuangan dan jalannva organisasi vang
terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat)
orang anggota.

Sumber dana YLKI Yogvakarta berasal darn:
luran Anggota.
Hasil usaha organisasi, antara lain berasal dari pengaduan
konsumen atau kerjasama dengan LSM lain.
Sumbangan/bantuan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai
dasar organisasi, antara lain dari konsumen dan Pemerintah

Daerah. (Wawancara dengan Ibu Mungisah Martopo, S.H., Ketua
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Bidang Pengaduan YLKI Yogyvakarta, pada tanggal 3 Juli 2000 di
Yogyakarta).

Sampai saat ini telah berdiri 19 organisasi konsumen diseluruh
Indonesia. Di Yogvakarta terdapat 3 organisasi konsumen, salah
satunya adalah Yayvasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
Yogyakarta. (C. Tantri D, Sularsi, 1995:16). YLKI Yogvakarta
berkedudukan di Yogyakarta dengan wilavah kegiatan di seluruh
Indonesia.

YLKI Yogvakarta selalu terbuka dan berusaha untuk
membantu konsumen vang bermasalah dengan menerima atau
menampung dan menvelesaikan keluhan atau ketidakpuasan
konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen
dapat menyampaikan pengaduan ke YLK! Yogvakarta untuk
menyelesaikan  kasus/permasalahannya dengan cara datang
langsung ke YLKI Yogyakarta, melalui telepon, surat atau menulis di
media massa. Adapun cara-cara penyelesaian vang ditempuh oleh
YLKI Yogyakarta terhadap pengaduan konsumen adalah:

1. YLKI Yogyakarta memberikan penjelasan secara langsung kepada

konsumen.

~

2. Pengaduan diselesaikan dengan menghubungi pelaku usaha.
3. Pengaduan diselesaikan dengan penelitian laboratorium.
4. Pengaduan diselesaikan dengan menghubungi instansi yang
berwenang.
5. Pengaduan diselesaikan melalui pengadilan. (lmam Baehagqie
Abdullah, 1990:20).
Dari berbagai kegiatan dan sejumlah pengaduan-p.aengaduan
yvang masuk di YLKI Yogyakarta, sekitar 80% kasus-kasus pengaduan

konsumen dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan
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peranan Yavasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Yogyakarta
dalam membantu menangani/menyelesaikan kasus-kasus
pengaduan dari konsumen untuk menuntut hak-haknya, sehingga

keberadaan YLKI Yogyvakarta dapat diterima oleh masyarakat.
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BAB III
UPAYA PEMBERDAYAAN KONSUMEN

3.1. Upaya yang dilakukan YLKI dalam usaha memperjuangkan

hak-hak konsumen

Gerakan perlindungan konsumen (konsumerisme) adalah
aktivitas/kegiatan vang dilakukan oleh masyarakat konsumen, baik
secara individu maupun kelompok dalam upava melindungi dan
mempertahankan kepentingan dan atau hak-haknya di dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa. (C. Tantri D, Sularsi, 1995:18).

YLKI Yogyvakarta (YLKIY) merupakan salah satu
organisasi/lembaga konsumen vang berjuang untuk melindungi hak-
hak dan kepentingan konsumen yvang selama ini terabaikan. Disatu
sisi, dalam praktek sehari-hari hak-hak konsumen seringkali tidak
diterapkan, karena ketidaktahuan atau keengganan Kkonsumen
sendiri untuk memanfaatkannva, disisi lain masih banyak pelaku
usaha yang sering bertindak semena-mena dibalik ketidakberdayaan
dan ketidaktahuan konsumen tersebut. Oleh karena itu, YLKIY
sebagai organisasi/lembaga konsumen berusaha mengorganisir
konsumen, agar memiliki kemampuan untuk memperjuangkan
kepentingannya serta menggalang solidaritas konsumen. Hal ini
bertujuan untuk memperkuat posisi konsumen agar memiliki posisi
tawar (bargaining position) vang lebih kuat, sehingga tidak menjadi
pihak vang selalu dirugikan.

Selama ini, YLKIY telah melakukan berbagai macam kegiatan
untuk memperjuangkan hak-hak konsumen dalam rangka
mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen, sesuai dengan

motto kerjanya yaitu melindungi konsumen, menghormati martabat
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produsen (pelaku usaha) dan membantu pemerintah. Adapun upaya

vang dilakukan YLKIY dalam usaha memperjuangkan hak-hak

konsumen adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah
Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan
hukum kepada masyarakat konsumen. Di dalam hal im
pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyvelenggaraan perlindungan konsumen
vang menjamin diperolehnya hak-hak konsumen sebagaimana
telah ditegaskan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Sejalan dengan itu, maka YLKIY
telah berupaya untuk mendorong dan membantu pemerintah
dalam upava mewujudkan perlindungan konsumen. Selama ini
YLKIY telah berperan aktif melalui berbagai kegiatannya, seperti
memberikan sumbangan pemikiran dalam  pembentukan
rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengkritisi
berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh
pemerintah vang berkaitan dengan perlindungan konsumen, serta
mengkaji berbagai macam peraturan perundang-undangan yang
ada untuk memberikan usulan atau bahan pertimbangan kepada
pemerintah terhadap substansi peraturan perundang-undangan
tersebut.
Dengan lahirnva Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen merupakan dasar hukum terhadap
upaya penegakan dan perlindungan hukum bagi _konsumen.
Karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) masih
relatif baru dan membutuhkan peraturan pelaksanaan agar dapat

berlaku secara efektif, maka YLKIY berupaya mendesak
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pemerintah segera membentuk peraturan pelaksanaan dari
UUPK. Berdasarkan UUPK, bahwa pemerintah harus menyusun
dan menetapkan peraturan pelaksanaan dari UUPK, yang terdiri
dari 5 Peraturan Pemerintah, 2 Keputusan Menteri serta 1
Peraturan Perundang-undangan. Selama peraturan pelaksanaan
tersebut belum diterbitkan, maka UUPK belum dapat
diberlakukan secara efektif, sehingga belum efektif memberikan
perlindungan hukum bagi konsumen.
2. Kepada Konsumen
Kenyataan membuktikan bahwa rendahnva kesadaran konsumen
akan hak-haknya, telah menjadikan konsumen dieksploitasi oleh
pelaku usaha. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran
konsumen akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen, YLKIY
berupava melakukan pemberdayaan konsumen  melalui
pendidikan konsumen. Pendidikan konsumen ini, dimaksudkan
untuk menumbuhkan kesadaran kritis konsumen tentang hak-
hak dan kewajibannva sebagai konsumen, sehingga mampu
untuk  memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya.
Pendidikan konsumen ini dilaksanakan melalui pendidikan
populer seperti diskusi, seminar, lokakarya, penyuluhan,
pameran, penulisan artikel di media cetak, siaran radio dan TV
dan pelatihan. Selain itu, YLKIY juga membentuk Kelompok
Konsumen Sadar, memberikan konsultasi konsumen dan
pendampingan kepada konsumen di dalam memperjuangkan dan
menuntut hak-haknya sebagai upava pemberdayaan konsumen.
3. Kepada Pelaku Usaha ‘
Masalah perlindungan konsumen juga tidak lepas dari peran dan

tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia/penyelenggara
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barang dan/atau jasa konsumen. D1 dalam upaya
memperjuangkan hak-hak konsumen guna mewujudkan
perlindungan hukum kepada konsumen, maka YLKIY berupaya
memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang
pentingnya  perlindungan hukum  bagi  konsumen, melalu
program  kegiatannva. seperti  sosialisasi  Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Kegiatan tersebut dilakukan melalui
berbagai forum seperti diskusi, seminar ataupun penyuluhan
yang pada umumnya YLKIY diundang oleh para pelaku usaha itu
sendiri. (Wawancara dengan Ibu Mungisah Martopo, S.H., Ketua
Bidang Pengaduan YLKI Yogvakarta, pada tanggal 17 Juli 2000 di
Yogvakarta).
Selain itu, ada beberapa strategi untuk memperjuangkan hak-

hak konsumen yaitu:

1. Advokasi
Advokasi adalah mempengaruhi para pengambil keputusan, baik
di pemerintahan maupun di sektor industri, agar memenuhi
kewajibannva terhadap konsumen.

2. Pengembangan solidaritas atau kesetiakawanan
Adalah mengembangkan gerakan konsumen nasional dengan
menggalang solidaritas atau kesetiakawanan antar konsumen dan
organisasi lain vang peduli pada permasalahan konsumen, baik di
dalam negeri maupun di luar negeri.

3. Penyebaran informasi independen
Adalah mengimbangi informasi yang ada dengan informasi
independen vang diperoleh dari hasil pengujian dan ;survei yang
dilakukan oleh YLKIY. (Depperindag. 1998:21).
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Menurut Sudarvatmo (1999:82) dalam upayva memperjuangkan
hak-hak konsumen untuk memperoleh keadilan, maka perlindungan
konsumen harus dilakukan dari dua (2) level/arus yaitu :

1. Dari arus bawah
Ada lembaga konsumen yang kuat dan tersosialisasi secara
merata di masvarakat, sekaligus secara representatif dapat
menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen.

2. Dari arus atas
Ada departemen/bagian dalam struktur kekuasaan, vang secara
khusus mengurusi masalah perlindungan konsumen.

Maka dengan demikian, efektifitas perlindungan konsumen
suatu negara tidak semata-mata bergantung kepada lembaga
konsumen, tetapi juga kepedulian pemerintah khususnya melalui
institusi yang dibentuk untuk melindungi konsumen.

Selain itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan langkah
maju di dalam upaya untuk menciptakan perlindungan hukum bagi
konsumen di Indonesia. Keberadaan UUPK adalah sebagai instrumen
vurudis guna memperjuangkan dan menegakkan hak-hak konsumen
yang selama ini cenderung terabaikan. Oleh karena itu, berdasarkan
uraian diatas dan menvimak materi UUPK, maka ada tiga (3) hal
penting yang dapat dikemukakan yaitu:

1. UUPK telah mengakomodasi hak-hak konsumen yang diakui
secara internasional, sebagaimana tertuang di dalam ketentuan
pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199_9 tentang
Perlindungan Konsumen.

2. UUPK telah mengakomodasi tentang tanggung jawab pemerintah

atas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
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perlindungan  konsumen, sebagaimana  tertuang di dalam
ketentuan pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perhndungan konsumen,

3. UUPK jJuga telah mengakomodast fungsi dan peran Lembagn
Swadaya Masyarakat (LSM) vang berperak dibidang perlindungan
konsumen, sebagai bagian tak terpisahkan dari perwujudan hak-
hak konsumen, sebagaimana tertuang di dalam ketentuan pasal
44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

Maka dengan demikian, keberadaan UUPK dapat menjadi
landasan hukum vang kuat bagi pemerintah, masyarakat konsumen
serta lembaga perlindungan konsumen swadava masyarakat seperti
YLKI Yogyakarta dan lembaga/organisasi konsumen lainnya dalam

upava mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen.

3.2. Langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh oleh YLKI
sehubungan dengan kasus-kasus pengaduan oleh konsumen
Setiap hari konsumen berperan sebagai pemakai barang

dan/atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

seringkali konsumen mengalami kekecewaan, tertipu, atau bahkan
dirugikan pada saat mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Apabila konsumen mengalami hal itu, YLKIY memberikan
bantuan kepada masyarakat konsumen untuk mengadukan
permasalahannya tersebut. Adapan penyampaian pengaduan dapat
dilakukan dengan cara datang langsung ke YLKIY, melalui surat,
telepon atau menulis di media cetak. Di dalam menyr'ampaikan

pengaduan, pengadu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
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yakin akan kesalahan dan kekurangan dari barang dan/atau jasa
vang akan diadukan;

menceritakan kronologis kejadiannya secara jelas dan sistematis;
bersikap jujur, tegas dan tidak emosi;

menyertakan data-data dan bukti yang lengkap. (Imam Baehagie
Abdullah, 1990:23).

Prosedur penyelesaian sengketa konsumen melalui YLKIY

adalah sebagai berikut:

P

Konsumen (pengadu) mengajukan pengaduan melalui YLKIY
dengan cara datang/bertemu langsung, melalui telepon, surat
atau media massa. Namun demikian, pengadu diharuskan

bertemu langsung dengan pihak YLKIY.

. Setelah pengadu mengajukan pengaduan dan bertemu langsung

dengan pihak YLKIY, kemudian pengadu mengadakan konsultasi.

- Di dalam konsultasi ini, pengadu harus menjelaskan

permasalahan atau kasus posisinya, sehingga pihak YLKIY akan
memberikan penyelesaian kepada pengadu mengenai upava untuk

menyelesaikan kasus tersebut .

. Apabila pengadu meminta pihak YLKIY untuk membantu

menyelesaikan kasus tersebut maka pengadu harus melakukan
pendaftaran pengaduan resmi dengan mengisi formulir pengaduan
yang memuat identitas 'pengadu, identitas obvek pengaduan, isi
pengaduan, barang bukti, tuntutan pengadu dan kronologi

pengaduan.

. Setelah pengadu melakukan pengaduan resmi, kemudian pihak

YLKIY akan memproses pengaduan tersebut. Di dalam proses

penanganan kasus meliputi beberapa tahap yaitu:
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a. Tahap Konstatasi
adalah menetukan/meneliti kebenaran pengaduan dengan
mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti pengaduan.
b. Tahap kualifikasi
adalah menggolongkan jenis pengaduan yang diajukan oleh
konsumen pengadu.
c. Tahap justifikasi
adalah proses menentukan hak-hak vang dipunvai konsumen
dan menentukan tuntutan pengadu serta upava penyelesaian
untuk memperoleh hak/tuntutan tersebut. (Lihat lampiran 7).
Adapun langkah-langkah penvelesaian yang ditempuh oleh
YLKIY sehubungan dengan penanganan kasus-kasus pengaduan
adalah :
1. Menghubungi pelaku usaha
YLKIY menghubungi pelaku usaha dengan cara mengirimkan
surat kepada pelaku usaha yang bersangkutan dengan tembusan
surat kepada instansi terkait, yang berisikan gugatan konsumen
pengadu, sebagaimana vang tercantum dalam formulir
pengaduan di YLKIY. YLKIY menuntut tanggapan yang tuntas dari
pelaku usaha atas pengaduan yang disampaikannya itu.
Ketuntasan tanggapan itu  dinilai dari  terpenuhinya
tuntutan/gugatan konsumen pengadu. YLKIY memberi tenggang
waktu 2-3 minggu kepada pelaku usaha, untuk memberikan
tanggapan terhadap surat vang dikirimkannya. Apabila pelaku
usaha belum memberikan tanggapan, YLKIY akan memuat
pengaduan konsumen di media massa. Hal itu .semacam
sanksi/ancaman yvang diberikan kepada pelaku usaha. Tetapi,

pada umumnya begitu menerima surat dari YLKIY mengenai
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pengaduan konsumen, pelaku usaha vang bersangkutan segera

menghubungi YLKIY untuk menyvelesaikan kasus pengaduan

konsumen tersebut. Bentuk penyelesaian vang harus dipenuhi

oleh pelaku usaha pada umumnyva berupa:

~ pemberian ganti rugi kepada konsumen pengadu;

~ penjelasan mengenai penvebab timbulnya kerugian;

~ peningkatan pengawasan terhadap produk-produk vang
dipasarkan.

Apabila kasus pengaduan konsumen telah berhasil diselesaikan

dan dipenuhi oleh pelaku usaha, maka YLKIY akan

menyampaikan hasilnya kepada konsumen.

Menghubungi instansi terkait

Selain menghubungi pelaku usaha vang bersangkutan, YLKIY

juga menghubungi instansi terkait vang disampaikan dalam

bentuk pengiriman surat tembusan dari surat vang ditujukan

kepada pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan supayva kasus

pengaduan dari konsumen tersebut mendapatkan perhatian dari

pemerintah, dan untuk selanjutnva pemerintah melalui instansi

terkaitnya, diharapkan mengambil tindakan yvang perlu terhadap

pelaku usaha yang bersangkutan.

Mengajukan gugatan ke pengadilan

Salah satu langkah/upaya lain yang ditempuh oleh YLKIY untuk

mengupayakan penvelesaian pengaduan konsumen adalah

mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun upaya ini baru akan

ditempuh, apabila upava-upaya yang ditempuh sebelur_nnya tidak

membuahkan hasil dan dipandang dari kemanfaatannya akan

berfaedah bagi konsumen pengadu, terlebih lagi bagi masvarakat

konsumen yang lebih luas. Adapun kriteria yang harus dipenuhi
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bagi suatu pengaduan vang akan diselesaikan melalui jalur

pengadilan adalah :

~ segala upaya yang ditempuh sebelumnva tidak membuahkan
hasil;

» nilai kerugian vang diderita konsumen cukup besar;

» kerugian yang sama berpotensi akan diderita oleh konsumen-
konsumen lainnya;

~ YLKIY mendapatkan kuasa dari konsumen vang bersangkutan
untuk atas nama konsumen itu mewakilinya di sidang

pengadilan. (Wawancara dengan Ibu Mungisah Martopo, S.H.,

Ketua Bidang Pengaduan YLKI Yogyakarta, pada tanggal 3 Juli

2000 di Yogyakarta).

Di dalam menangani/menyelesaikan setiap kasus pengaduan,
YLKIY selalu berusaha menyelesaikan dengan cara non litigasi (di
luar pengadilan) yang ditempuh dengan cara mediasi, negosiasi, atau
konsiliasi. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan
menempuh jalur litigasi (pengadilan) sebagai upava terakhir apabila
cara non litigasi sudah tidak berhasil.

Diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akan memberikan
perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen. Sebelum adanya
UUPK, apabila konsumen merasa haknva dilanggar oleh pelaku
usaha, maka konsumen dapat mengadukan permasalahannya
kepada organisasi/lembaga konsumen seperti YLK] Yogyakarta untuk
menyelesaikannya. Namun, setelah adanya UUPK, maka konsumen
dapat menyelesaikan kasus/permasalahannya dengan menggugat
pelaku usaha melalui lembaga vang bertugas menyelesaikan

sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yvakni melalui Badan
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Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan gugatan
melalui pengadilan.

Dari kedua cara tersebut, terlihat bahwa UUPK memberikan
alternatif penyelesaian sengketa konsumen vang dapat ditempuh oleh
konsumen. Di dalam penyelesaian sengketa konsumen, juga tidak
menutup kemungkinan dilakukannya penvelesaian secara damai oleh
kedua belah pihak vang bersengketa, tanpa melalui pengadilan atau
BPSK dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Penyelesaian
sengketa konsumen di luar pengadilan secara damai (musyvawarah)
antara para pihak vang bersengketa (konsumen dan pelaku usaha)
ataupun melalui BPSK diharapkan lebih efektif dan efisien.

Adanya pengaduan dari konsumen dapat diperoleh beberapa
keuntungan vaitu:

]. Bagi Konsumen
~ Konsumen akan memperoleh ganti rugi atas kerugian yang
diderita;
~ Melindungi/menvelamatkan konsumen lain agar tidak
mengalami kerugian vang sama.
2. Bagi pelaku usaha
~ Pengaduan konsumen dapat dijadikan tolok ukur untuk
perbaikan mutu produksi:
~ Sebagai informasi dari adanva kemungkinan produk tiruan;
~ Menghindari persaingan tidak sehat.
3. Bagi pemerintah
~ Lebih memudahkan pengawasan dan kontrol terhadap barang

dan/atau jasa yang beredar di pasaran;
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» Mengetahui adanyva kelemahan penerapan peraturan
perundang-undangan dari pemerintah. (Imam Baehagie
Abdullah, 1990:18).

3.3. Kendala-kendala yang dihadapai YLKI dalam menangani
kasus-kasus pengaduan oleh konsumen
Di  dalam menangani dan menvelesaikan kasus-kasus
pengaduan konsumen, YLKIY menghadapi berbagai kendala dan
permasalahan, baik berasal dari pemerintah, konsumen maupun
pelaku usaha. Kendala-kendala yang dihadapi YLKIY dalam
menangani kasus-kasus pengaduan adalah sebagai berikut:
1. Dari Pemerintah
Dahulu, kendala vang dihadapi YLKIY dalam menangani dan
menyelesaikan kasus-kasus pengaduan vaitu belum adanya
perlindungan hukum yang pasti bagi konsumen dari pemerintah,
berupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun,
sekarang pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang baru
diberlakukan pada tanggal 20 April 2000, sehingga dapat
memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Tetapi karena
Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) relatif masih
baru, maka di dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-
kendala, antara lain belum lengkapnya peraturan pelaksanaan
dari  UUPK, kesiapan aparat penegak hukum dalam
menyelesaikan kasus-kasus pengaduan dari konsum.en, belum
terbentuknya peradilan khusus yang memeriksa perkara secara

sederhana, cepat dan biaya ringan.
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3

Dari Konsumen

Tingkat kesadaran konsumen pada umumnya masih sangat
rendah, sehingga belum mampu untuk melindungi dan
memperjuangkan hak-haknva sebagai konsumen. Hal ini
disebabkan oleh faktor tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi
masyarakat konsumen yang masih rendah. Oleh karena itu, di
dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus pengaduan
biasanya muncul berbagai kendala dari konsumen itu sendiri,
yaitu Kketidakkritisan konsumen, tingkat kemampuan ekonomi
konsumen lemah, bukti-bukti pengaduan vang kurang/tidak
lengkap, kecilnya nilai/harga barang dan/atau jasa, sehingga
konsumen enggan menuntut Kke pengadilan, karena tidak
sebanding dengan biaya untuk mengajukan gugatan ke
pengadilan serta sikap menverah dan menghindari konflik,
meskipun konsumen telah dirugikan oleh pelaku usaha.

Dari pelaku usaha

Di dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus pengaduan
dari konsumen YLKIY seringkali menghadapi kendala ketika
berhadapan dengan pelaku usaha vaitu sikap pelaku usaha yang
beritikad buruk dan tidak mau bertanggung jawab antara lain
tidak memberikan tanggapan terhadap pengaduan-pengaduan
dari konsumen vang disampaikan oleh YLKIY, bersikap
menyalahkan konsumen dengan alasan konsumen kurang hati-
hati dalam mengkonsumsi produk barang atau jasa,
mengalihkan /melimpahkan tanggung jawab kepada pclgku ‘usaha
lain atau bahkan mengancam memperkarakan pengaduan

konsumen ke pengadilan. (Wawancara dengan Ibu Mungisah
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Martopo, S.H., Ketua Bidang Pengaduan YLKI Yogvakarta, pada
tanggal 17 Juli 2000 di Yogvakarta).
Menurut Yusuf Shofie {2000:249), secara teoritis sengketa-

sengketa konsumen dapat diselesaikan, tetapi pada praktek dan

kenyataannya tidak mudah dilakukan. karena berbagai sebab yang

bersifat yuridis-politis-sosiologis, vaitu sebagai berikut :

1.

3.

Karena tidak konsistennya badan peradilan atas putusan-

putusannya. Sering terjadinya perbedaan-perbedaan putusan-

putusan pengadilan dalam kasus serupa, menunjukkan bahwa

pengadilan belum mampu bersikap konsisten.

Sebagian besar konsumen Indonesia enggan berperkara ke

pengadilan, padahal telah sangat dirugikan oleh pelaku usaha.

Keengganan konsumen ini disamping disebabkan ketidakkritisan

konsumen itu sendiri, juga lebih banyak didasarkan pada :

a. belum dapat diterapkannya norma-norma perlindungan
konsumen di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen relatif masih
baru, sehingga diperlukan waktu pemberlakuannya selama
satu tahun;

b. praktek peradilan yang tidak sederhana, cepat dan biaya
ringan;

c. sikap menghindari konflik, meskipun hak-haknya sebagai
konsumen dilanggar oleh pelaku usaha.

Tarik menarik berbagai kepentingan diantara para pelaku

ekonomi yang memiliki akses kuat diberbagai bidang, termasuk

akses kepada pengambil keputusan. Secara sosiolog{s, hal ini

berada diluar jangkuan hukum. Kalaupun hukum digunakan

untuk menjangkaunya, itupun hanva sebatas kepada mereka
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vang menjadi tumbal (space-goat) tarik-menarik kepentingan
tersebut.

Dari uraian diatas, maka kendala-kendala yang ada harus
dapat diatasi yakni dengan mensosialisasikan UUPK, membentuk
peraturan pelaksanaan dari UUPK, pembinaan aparat penegak
hukum serta melengkapi sarana prasarana penunjang lainnva agar
upayva penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen melalui
UUPK dapat berjalan efektif di masyvarakat.

Selain itu, ada beberapa faktor yang sangat berperan terhadap
penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen dan efektifitas
pelaksanaan dari UUPK, vaitu:

1. Pemerintah;

2

Lembaga peradilan dan penegak hukum;

Masyarakat konsumen; (J. Widijantoro, 2000:6).

o

Organisasi/lembaga konsumen;

N

Pelaku usaha.

Maka dengan demikian, dalam upava penegakan hukum
dibidang perlindungan konsumen melalui instrumen hukum UUPK,
menuntut peran serta dan tanggung jawab dari semua pihak baik
pemerintah, lembaga peradilan dan penegak hukum, konsumen,

organisasi/lembaga konsumen maupun pelaku usaha.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan vang telah diuraikan pada bab

terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa upayva vang dilakukan YLKI dalam usaha memperjuangkan

hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:

a.

Kepada pemerintah, yaitu YLKI Yogvakarta berupaya mendesak
pemerintah segera membentuk peraturan pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

. Kepada konsumen, vaitu melakukan pemberdayaan konsumen

melalui pendidikan konsumen.

Kepada pelaku usaha, vaitu memberikan pemahaman kepada
pelaku usaha tentang pentingnva perlindungan konsumen
dengan mengadakan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan

Konsumen.

2. Langkah-langkah penyvelesaian vang ditempuh YLKI sehubungan

dengan kasus-kasus pengaduan oleh konsumen adalah sebagai

benkut:

1.

Menghubungi pelaku usaha, vaitu dengan mengirimkan surat
gugatan konsumen pengadu kepada pelaku usaha yang
bersangkutan.

Menghubungi instansi terkait, yaitu mengirimkan surat kepada
instansi terkait vang Dbersangkutan, supaya pémerintah
memperhatikan dan mengambil tindakan kepada pelaku usaha

vang bersangkutan.
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3. Mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu YLKI Yogyakarta
mengajukan gugatan ke pengadilan apabila mendapat kuasa
dari konsumen.

Kendala-kendala vang dihadapi YLKI dalam menangani kasus-

kasus pengaduan oleh konsumen adalah:

1. Dari pemerintah, vaitu belum lengkapnya peraturan-peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
sehingga undang-undang tersebut belum dapat diterapkan
secara efektif.

2. Dari konsumen, yaitu tingkat kesadaran konsumen vang masih
sangat rendah, vang disebabkan oleh faktor tingkat pendidikan
dan tingkat ekonomi masyarakat konsumen yang masih
rendah.

3. Dari pelaku usaha, vaitu sikap pelaku usaha yang beritikad

buruk dan tidak mau bertanggung jawab.

4.2. Saran

| 18

Hendaknya pemerintah segera membuat/membentuk peraturan-
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen sehingga pelaksanaan undang-

undang tersebut dapat efektif.

. YLKI hendaknya lebih meningkatkan peran sertanva dalam upaya

mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen bekerja sama

dengan organisasi/lembaga konsumen lainnva.

. Perlunya sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen kepada masyarakat.

. Konsumen hendaknya lebih kritis dan berani untuk menuntut

hak-haknya kepada pelaku usaha.
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5. Pelaku usaha hendaknya bersikap jujur dan bertanggung jawab

dalam melakukan kegiatan usahanyva.
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;anggamn “Dasar
YLEKIX YOGYAKARTA
e =

PEMBUKAAN

Berkat ralunat Tuhan Yong Maha Iisa seria didorong nleh keinginan lnhur
untuk  menumibuhkan  kembal; persahabalan yang, saling membutuhkan  anlara
konsumen dan produsen schingga fercipta Leadilan bapi kedua belal pihak, maka
dibentuklah gerakan kensumen,

Gerakan  Konsunen Lerasaskan  Pancasila yvang  bereita-cita mevajudkan -
keadilan sosial bagi seluruh rakyal Indonesia, semula lahir karcna kesadaran terhadap
pentingnya peranan pasar dalam negeri bagi produk dalam negeri pula. Namun makin
terbukanya pasar dunia telah mendorong perkembangan perakan konsumen untuk
berupaya menunsbilikan kesadaran kritis i antara konsumen guna memperjuangkin
hak-haknya yang berupa; hak atas keamanan dan keselamatan, hak mendapatkan
informasi. hek unnk memilih, hok unui: ol dengar pendapatnya, hak 1mgk
mendapatkan  kebuni:an hidup vang  lavak.  hoh memperoleh ganti rugi, hak

memperoleh penciciken konsumen, o hak memperolel lingkungan hidhp

vang
seliat dan beryil)

- Unk mewnjodkan upaya tersebut perakan konsumen memerlukan perubahan
bentuk orpanisasi dari bentuk yayasan menjadi orpanisasi kcmasw'_mk_niixﬂ supaya
dapat membual perakan berdasarkan budaya lidup bermasyarakat dj Indoncsia.
Gerakan Konsuinen yang merupakan budaya hidup berdasarkan gotong-royong dan
kerja suma, ticlak dapal mengabaikan bepitu saja hak hidup produsen, dan Juga
merupakan dorongan bagi procusen untuk menciptakan produk yang bermutu, aman
serta menjamin kesclumatan konsumen.

Atas dasar sikap saling membutuhkan, orpanisasi inj merupakan gerakan
konsumen yang menggalang solidarifas di antara konsumen sendiri dan dengan
produsen scrta pemerintah, untuk mencapai cita-cita bersama membentuk masyrakak
adil dan scjahtera bagi sclunuh bangsa Indonesi;
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BARB |
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

(1). Organisasi  ini merupakan  GERAKAN SOLIDARITAS  KONSUMEN
INDONESIA dengan nama Y1.KT YOG YAKARTA.

(2). Organisasi ini didirikan pada tangpal 12 April 1999 yang sebelumnya bernaria
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Perwakilan ogyakara yang diletapkan
dengan Surat Keputusan Badan Pengurus  Harian Y1.KI No. 01/VI/DPP/78
tanggal 12 April 1978 tentang Pembentukan Perwakilan Lembaga Konsumen
Yogyakaria.

(3). Organisasi ini merupakan organisasi yang berbactar, hukum.

Organisasi ini berkedudukan dj Yogyakarla dengan wilayah kegiatan di selurh
Indonesia.

BAB 11
VISL, MISH, TURJIAN, ASAS DAN NILAT DASAR

Pasal 3
Visi

Menumbulikan kembali persahabatan yang saling membutuhkan antara produsen dan
konsnmen sehingga lereipta keadilan bagi kedua belah prhak.

Pasal 4
Misi

(1). Menumbubkan kesadaran Kritis konsumen tentang hak dan kewajibannya.
(2). Menggalang kekuatan konsumen dengan semangat nir-kekerasan,

(3). Memperclikan masyarakatl konstwmen terotama yang nir-cdaya.

(4). Memperjuangkan keadilan bagi konsnimen.

(5). Menjaga kelestarian manfaat bumi.

Pasal 8

Tujuan

(1). Terbentuknya masyarakal konsumen yvang kritjs.
(2). Terpenuhinya hak-hak Konsumen.
(3). Terbentuknya gerthan solidaritas konsunen,
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Pasal 6
Asas
Organisasi ini berasashan Paneasila

Pasal 7
Nilai Dasar

(1). Nilai-nilai dasar orpanisasi adalal, -
A, Melindungi konsumen
b. Mandiri dari pengaruh komersial

¢. Mandiri dari pengarih politk, solonvan, dan bersifat non partisan
d. Nir-laba

¢. Bebas dani kepentingan pribadi

(2). Nilai-nilai dasar tersebut dijabarkan dalam kode etik dan prinsip-prinsip kerja
organisasi.

(3). Rumusan kode etik organisast fercantum Jalamn Anggaran Rumah Tangga.

BAB 1Y
KEANGGOTAAN

Pasal §
Angpota

(1) Yang dimaksud dengan angpola adalah
a. Penchiri orpanisasi
b. Konsumen yang ynemenuhi syaral
(2) Syaral menjach inppota diatur dalan Avpparan Rumal Tangga

BAB YV
USAIA

Pasal v
Usaha

Unluk mencapai fujuannya, organisast i akan melakukan beberapa usaha di bidang :
Pendidikan kensumen

Penclitian dan pengumpulan data/informasi

Advokasi kepentingan konsumen

Mediasi, litigasi, dan arbitrasi sengkela konsumen h
Pemberdayaan konsum.en melalui koperasi konsumsi

Menggalang  kekuatan  konsumen  unilk memperjuangkan  dan  1nelindungi
kepentingannyva

T"’F’Q-FP'.:
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g. Menjalin jaringan kerja dengan LSM, orpanisasi kemasyarakatan, pemerintah,
perguruan tinggi, media massa serta Jembapa-lembaga nasional dan intermasional
yang mempunyai persamaan visi dengan organisasi ini

h. Mendorong  procdusen  untuk menciptakan produk  yang bermutu, aman  serts
menjannn keselamatan konsumen

BABY
KEDATLATAN DAN STRHKTUR ORGANISAS]

Pasal 10
Kedantatan

Kedaulatan dv dalam organisas: iui di tangan anggota yang dilakukan:
a. Sccara langsung melalui Musyawarah Anggota .
b. Melalui perwakilan dalam Kongres

Pasai 11

Struktur Oreanisasi

(1. Dewan Penpurus adalah pimpinan tertingei yang melaksanakan keputusan-
keputusan Kongres/Musyawarah Angpola,

(2). Dewan Penpawas bertugas mengawas wenanpan dan jalannya organisasi.

(3). Cabang diteniuk berdasarkan ketent dalam Anpparan Rumah Tangga.

BAILAD
KONGRIES/MUSVAWARANT ANGGOTA DAN KONGRES LUAR
BIASA/MUSYAWARAN ANGGOTA LUAR BIASA

Pasal 12
[Kongres/Musyavvarah Anggota

(1. Kougres hadakan 3 (hga) 1ahun schah. & tempat vang ditetapkan oleh Dewan
Peugunis,

(2). Selama behunn ferbentuk cabang diadakan Musyawarah Anggota.

(3). Kongres/Musyawmah Angaota adalah sah, jika dihadiri lebih dari 1/2 jumlah
cabang/anguota,

(1) Kongres/Musyawarah Angpota wempunyat hak dan kewajiban untuk :
a. Menerima menolak Laporan Peraoggungiawaban Dewan Penguris dan Dewan
Pengawas. -
b. Memilih dou menetapkan Dewan Fengunis
¢. Memilih dan menctapkan Dews Pengawas
d. Menctapkan arah kebijaksanaan orsanisasi

¢. Menaubah Anggaran Dasar dan atan Anggaran Rumah Tangga
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(5). Tata tertib. 1adwal dan agenda Koenpres/Musyawarah Anggota disiapkan oleh
Panitia yanp disahkan oleh Kongres/NMusyawarah Anggota.

(6). Scliap Cabang/Angpota mempunyai hak bicara dan hak snara yang diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.

(7). Keputusan Kongres/Musyawamall Angoota diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Apabila tidak tercapar kata mfakal, maka keputusan diambil
dengan pemungutan suara. '

(8) Keputusan menyangkut perorangan diambil secaia bebas dan rahasia berdasarkan
suara terbanyak.

Pasal 13
Kongies Luar Biasa/Musyawarah Anggota Luar Biasa

(1. Jika ada hal-hal yang luar biasa mendesak maka di anlara dua waktu
Kongres/Musvawarah Anggota dapai diadakan Kongres Luar Biasa/Musyawarah
Anggota ] mar Biasa,

(2). Kongres Tuar Biasa/Musyawaral Angpota Luar Biasa disclenggarakan atas dasar

permintaan sekirang-kurangnya  Jua per tiga cabang/anggota ari Jumlah
cabang/anggola.

BAB VI
DIEWAN PENGURYS DAN DEWAN PENGAWAS

Pasai 14
Dewan Penguiug

(1). Dewan Penpuris berkedudulian i tempal kedudukan orpanisasi.
(2). Dewan Penguros terdiri alas:
I orang Ketua Umum
I orang Sekietaris Unim
1 orang Bendahara Unim
I orang Ketua Bidang Orpamsasi
L orang Ketua Bidang Kehumasan
i orang Ketua Bidang Pendidikan dan I'elailan
L orang Ketua Bidang Penelitian dan Penpembangan
I orang Kelua Bidang Advokasi
1 orang Ketua Bidang Pengaduan
(3). Dewan Pengurs berkewajiban melaksanakan keputvsan Kongres/MRapat Anggota
dan berlongpungjawaly kepada Kongres/M usyawarah Anggota.
(4). Dewan Pengurus berwenang melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun
di uar pengadilan.

(5), Dewan Pengurus berwenang niencrima pujaman atau bantuan, sepanjang ticuk -

melangpar nilai-nilai dasar Oranisasi,
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16). Dewan Pengurus berwenang mengambil kebijaksanaan tentang hal-hal yang
belum diatur dalam keputusan Kongres/Musyawarah Anggota sepanjang tidak
melanggar nilai-nilai dasar organisasi dan yang kemudian
dipertanggungjawabkan kepada Kongres/Musyawarah Angpota.

(7). Untuk  memperlancar pelaksanaan lugas, Dewan Pengurus berwenang
mengangkat dan memberhentikan staf pelaksana sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15
Dewan Pengawas

(1). Dewan Pengawas berkedudukan i tempat kedudukan organisasi.

(2). Dewan Pengawas berjamlah S orang terdini atas: | orang Ketna merangkap
Anggota dan 4 orang Anggoia,

(3). Dewan Pengawas bertugas melakukan peagawasan ferhadap keuangan dan
Jalannya organisasi.

(4). Dewan Pengawas berwenang member masnkan kepada Dewan Pengurus.

(5). Dewan Penoawas bedangpung jawab kepada Kongres/Musvawarah Anggota.

(6). Dalam mclakukan pengawasan  keuanpan, Dewan Pengawas berwenang
menggunakan jasa akuntan publik.

BADB V111
KFUANGAN

Pasal 16
Keuangan

Kevangan orpamsasi terdiv atas bibah haita kekavaan dain hutany YLKI perwakilan
Yogyakarta yanp dapat di perluas denpan |

a.  Turan angpola ~4
b. Hasil usaha organisasi

¢. Sumbangan/bantuan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar organisasi.

BARBIX
ATRIBUT

Pasal 17
Motto

Motlo organisasi schagai garis perjuangan dalam mencapai cita-citanya adalah : g
a.  MELINDUNGI KONSUMEN

b. MENGHORMATTMARTABAT PR MIVISEN
¢. MEMBANTU PEMERINTALL
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(1).

@).

Pasal 18
Lambang Organisasi

Lingkaran Lertepi wama bin,, warna dasar merah, dengan fulisan YLK berwarma
rutih.

Pasal 19
Panji Orpanisasi

Berbentuk perisaj dengan gambar lambang organisasi dj tengahnya dan tulisan
Yogyakatta dan 1999 (j bawahnyva

Pasal 20
Bendera Organisasi

Berbentuk empat persegi panjang, berukuran 32 berwama dasar atas merah dan
bawah putil yang dipisahkan garis diagonal dengan lambang organisasi citengah
dan (ulisan Yogyakarta 1/2 lingkaran di bawahnya,

Pasal 21
Stempel Organisasi

Berbentuk lambang dengan fulisan Yogvakarta dj bawahnya

_ BAB X
AMANDEMEN DAN PEMBUBARAN ORGANISAST

Pasal 22
Amandemen
Perubahan Anggaran Dasar dan atau Angggmq’knmnh Tangga dilakukan oleh
Kongres dengan persetujuan SQ!C[]I_'P]]S"W. nva ﬁgn perempal Cnh:mg/Anggnta
yang hadir. bedh ppat b Ly

Javia

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres/MRapat Anggota yang
khusus untuk ity yang dihadivi oleh tiga perempal Cabang/Anggota dan disetujui
oleh tiga perempal jumilal yang hadir.

Jika dicapai kesepakatan pembubaran crganisasi, maka  dibentuk ‘im likuidasi
yang bertugas menyelesatkan hutang Putang dan atay kckayaan organisasi,
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KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2.4
Ketentuan Penutup

(1). Penjabaran dan penjelasan tentang hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar
ditwangkan dalam Anggaran Rumah Tangga. -
(2). Anggaran dasar ini berlakn sejak ditetnpkan.

Ditetapkan di : Yogyakart
Pada tanggal :
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DAFTAR NAMA PENDIRI
YLKJ YOGYAKARTA

Nyi Moedjono Probopranowo, $.H
Dra. Agustina Prasetyo Mumiati, M.A
Budi Asltuti Azhar

Mungisah Martopo, S.1{

Ghozali Imam Sahaclat,S.H

Dra. Soelistyo Herawali. M.’
Purmawan Kristanto

Dre. Nanang Ismuharloyo

Martinus Ujianto

. Esti Anantasar
- Yohanes Ani Wibowo, $.Sos
. Drs.Taliman Sabar Trisuo

Supriyatin

The Winami

- G.M. Primna Dana
E. Sundari, .14

- Ir.Tri Pujanarto

Arif Syaifudin Zuhti, $.50s

- Hanny Rawawali, S.I;

.. Nurmala Widyasari

. Nicolaas Jnka

. Shinta Dewi

. B. Marojahan Suryanto Sinurat

Dany Berlianto
St. Yunanto Aw

.. Ir.Saktya Rini Hastut

Nopenda MM Pohan

.. Lukman Hakim
. Rohmat

. Sirajuddin At
. Joko Susilo
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DAFTAR DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS
YLKI YOGYAKARTA

DEWAN PENGURUS

Ketua Umum t
Sckretaris Umum
Bendahara Unnnm

Ketua Bidang Organisasi
Ketua Bidang Kchumasan
Ketua Bidang Pendidikan
dan Pelatihan -+

Keta Bidang Advokas,
Ketua Bidang Penelitian
dan pengembangan
Ketua Bidang Pengaduan

DEWANPENGAWAS

Ketua

Anggota
Anggola
Anggota
Anggota

: Martinus Upanto

. [sti Anantasari

 Budi Astuti Azhar

© Drs. Nanang Ismuhartoyo
- Hanuy Ratnawati, S E

- ir. Saktya Ring Hastuli
- Pumawan Kristanto

. Yohanes Ari Wibowo, S.s0s
- Mungisah Martopo, 8.1

o Nyi Mudjono Probopranowo, $.11

: Dra. Agushing Prasetyo Murniati, M. A
© Dra. Soelistvo Herawati, M.Pd

. Ghosali limam Sahadat,S.H

: s, Taliman Sabar Trisno
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TABEL 1. DATA) PENGHDUAN

YLKI PEERKWAKI LAN YOSYAKABTA TAHUN 1995-1093
DATA 199%
OBYEK PENGADUAN PERMASALAHAN DIKONFIRMASIKAN KE
1. AMDK/Quatra 220 mi ® Terdaftar dl Departemen Kesshatan = ® BajalPOM
¢ Belum kadaluarsa ® Kenwil Pardagangan
® Ada benda melayang-layang o * Produsen
2. Minuman segar Sarl Rasa ® Dllabsl dicantumkan nomor Jendafteran, terryata ® Balal POM
bukan darl Departeren Kesehatan 12|, ® Kanwill Depkss R|
{Depkes RI 127 TEMBTKII/SZ) ¢ Kanwil Perdagangan
(3) Pelayanan PLN ®_Tagihar: membengkak ¢ PLN
4. Obat Bebas Terbatas ® Produk dongan nomor bath lama * Balal POM
Refagan ® Sesudah minum obat, dada sesak, panas ® Produsen
‘ Pelayanan Kesehatan ¢ Selama berobat jalan dan 14 harl rewat inep ® Kanwil Depkes R |.
pasien mendapat obat pengurang rasa sakit. Obat ® DI Jateng
(ain tidak pernah diberikan karena hasii
laboratorium hilang,
@ Pslayanan pembasmi hama ¢ Ragl a'an keamannya karana tidak diperolshnya ® Kanwil Depkas R .
informasi jenis obat yang digunakan. [
(7) sewa menyewa ruman ® Rumah yang disewa djual kepada pihak fain 3an | Balal POM
panyewa harus meninggalkannys ® Kenwil Perdagangan
8. Makanan Kaleng Import ¢ Tak terda®tar di Departerrien Kesehatan R ® Balal POM
® Tidak bartangyal kadaluarga ¢ Kanwill Perdagangan
® Kaleng/Kemasan rusak
3. Makanan Kaleng Import ® Informas) idak ditulls dengan hurut latin ¢ Balal POM
¢ Kanwil Ferdagangan
10. Mekanan Kaieng Import ® Kernasan rusak ¢ Balal POM
®_Kanwil Perdagangan
11. Minuman dalam Kaleng & Sudeah kadeluarsa ® Balal POM
Susu Bear Brand ® _Kanwii Perdagangan
12. Makanan Kaleng ® Sudah kadaluarsa ® Balal POM
Champlon Mushroom ® Kanwil Perdagangan
13. Makanan Kaleng RedDates ¢ Tidak terdaftar dl Departemen Kesehatan R.. ¢ Bajal POM
® Tidak tertenaga! kadaluarsa & Kanwil Perdegangan
14. Susu manis dalam kalsng ® DI dalam kaleng ada Hand Dekker * Balal POM
Frislan Flag ® Kanwll Pardagangan
15. Makanan diawetkan ( Smoked Ham ® Aroma tidak segar ® Supermarket
Wholf)
16. Alat listrik/kabal ® Ukuran pada labsl Hidak sama dengan ukuran ¢ Kanwil Deparindag
yang ssbenamya.
17. AMDK / Inzon / 500 m ® Terdaftar pada Depertemen Kesehatan R . * Produsen
L ¢ Dalam label terdapat iabel
' @Asuransl Keruglan P.T. Jasa Raharja ¢ Gantl rugl yang diterima tidak sosual dengan ¢ Jasa Ruharja
Jumlah menurut sturan |
18. Pelayanan Apotik, obat dangan ® Obat dalam kerriasan rusak * Kanwil Depkes R .|
resep dokter,
DATA 1996 -
OBYEK PENGADUAN PERMASALAHAN DIKONFIRMASIKAN KE
1. Makanan olahan di Countar ¢ Ada cacing hidup ¢ Balal POM
Mircte Galeria Mall
2. Makanan olahan pada pesta ® Merasa su'it ® Balal POM
pernikahan, yang dimasak ® Pengobatan ssndiri (48 orang) ¢ Puskesmas
bersama-sama.
3. Idem & Merasa saldt. ¢ Balal POM
o Direwat d RS (2 orang). ® Puskesmas
® Rumah sakit
4. Makenan permen dalam kemasan * Rusak, barkutu, ¢ Balal POM
kardus tipls, Van Houten ® Anak yang makan sakdt, * Produsen
® Ditanganl dokter.
5. Permen coklat dalam kemasan * Rusak, beruat ® Balal POM
kardus tipls Van Houten ¢ Belum kadaluarsa © Produsan
6. Makanan olanan dl Kafe ® Makanan berjamur ® Produsen
Malloboro Mall ® Kesehatan terganggu, ditangan| dokter
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DATA 1997

! OBYEK PENGADUAN
|

PERMASALAHAN DIKONFIRMASIKAN KE
| 1."Bonus undian barhadiah® * Merasa tidak dilkutsertakan pada undlan yang ® Kanwil Dapsos
darl PT. Sumberbaru mobil. dijanjikan
Pelayanan P.L.N. ® Pelayanan pemasangan KWH meter yang ®* PLN
terlambat, peraturan yang berbelt '
® Rekening sudah ditagih sebelum KWH terpasang
3. Kosmetik Sarf Ayu ® Ragu karana tekstur dan bau tidak sama/berbeda * Balal POM
darl kemasan lain ¢ Produsen
4. Makanan ringan dalam kemasan ® Arome dan rasa aneh (tidak sepert! pada ® Balal POM
kemasen (ain)
5. Pembelian Kondomonlum ¢ Pesona Jasa Setia dinilal Ingkar Janjl, Informas) ¢ Produsen
waitu presentas! (lesan) tidak sama dengan
ketentuan-ketentuan darl agen.
(&) Pelayanan PLN ® Tagihan membengiak ® PLN
® Tidak ada kartu meteran ® KUD
¢ _Pencatatan tidak diketahul konsumen
7. Undian barhadlah Papsndsnt ¢ Merasa tidak dilkutsartakan dalam undlan ¢ Kanwil Dapsos
P.T. Unilever - ¢ Unllever
8. Sepeda motor yang dibell secara ® Dealer minta konsumen mambayar cicllan yang ® Dealsr
cicilan, diasuransikan, hilang tersisz, bunga dan denda. ® Asuransi
sebelum lunas. ® Gantl rugi darl asuransi diterimakan ke Dealer.
8 Kosmatik, Halr color ¢ Ragu karena pada merek ; ® Balal POM
- kemasan baglan dalam(kaleng) adalah *PEAL" * Kanwill Deperindag
- kemasan baglan (uar(kertas) “KENY ROGER" ® Ditjan Hak Clpta Mark dan
Pcten
108/d 16 ¢ Promcsl yang menyesatkan ® Produsen
Penjuaian alat rumah tangga ® Supermarket
@Pelayanan P.T. Telkomsel, Hano- ¢ Pembloxiran dengan alasan yang tidak / kurang ® Agen Multiselular
phone GSM dengan kartu Hallo. jelas ¢ Talkomssl
18. Sepeda motor yang dibell secara ® Sanggun membayar kekurangan cicllan ® Dealer
cicllan hilang sebelum lunas ® Kebereian membayar bunga dan denda
@ Pelayanan P.T. Talkom ¢ Kurang Profesional dalam manangan! keluhan/ ® Telkom
pengaduun kerusakan,
@Pola\,‘anan P.T. Telkem ® Kurang profesional dalam menangani psngaduan ® Telkom
kerusakan
® Ada tagihan sebslum pesawat *Kring"
21) Palayanan P.T_ Talkom Idem ® Telkom
DATA 1998
OBYEK PENGADUAN PERMASALAHAN DIKONFIRMASIKAN KE
1. Minuman (Teh kering) dalam ® Informasi pada label Isi 2 sachet teh, kenyataan 1 ® Produsen
kemasan, Tap Kepala Jenggot sachet plus produk promosl (kopl)
2. Minumen ringan dalam kemasan 2 ® Dalem minuman ada benda berwarna hitam ® Produsen
tang Sport Action (serpinan-carpihan) -
3. Minuman Sirop, TBH ® Ada semacam minyak dalam sirup e Laboratorium
®_Sesucah minum sesak, dada panas ® Balal POM ]
4. Minuman ringan, Vilacom rasa ¢ Penjualan dengan bonus ® Supsrmarket
mengga ¢ Wakiu kadaluarsa, 1 hari darl tanggal penjualan
(81 P.T. Telkom ® Merolal: membayar biaya psrcakapen dengan ® Talkom
[Ldas ' fasiitas Su karena merasa tidak mengouna-kan
@ P.T. Talkom ¢ Menolek membeyar blaya percakapan fasiltas ¢ Talkom
Japati
¢ Blaya Abonemen tidak sesual dengan golongan
pernakal jasa (R.T.)
@ P.T. Telkom ® hlenolak membayar blaya percakapan faslitas * Teallkom
Japatl dan sebagian SU, karena marasa tidak
menggur.aikan fasiitas tersebut
8. Susu bubuk dalam kemasan plastik ¢ Ragu akan kualitasnya ¢ Kanwil Deperindag

tidak berlabel

Balal POM

A
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rg. Gas Elpjj

® Timbangan / Is| kurang * Kanwil Deparindag
* Hiswana Migas
® Produssn
10. Dljanjikan mendapat hadiah, dapat ® Hadial. hanya depat diambll Jii:a memball barang ® Produsen
diambil di tempat penjuaian barang
11. Alat kesshatan/Sikat glgl anak. ®_Bulu sikat rontol:, masuk ke mulut anal: ® Produsen
@25 Peleyanan PT. PLN ¢ Kewajlbar nelanggan lama dibebankan pada * Produsecn
] pelangqen bary i
13} Pelayanan Pumna Jual; modem ¢ Tanggung Jawab produsan dialinkan pada plhak ¢ Produsan
komputer dengan karty arans| lain
Pelayanan P.T. Telkom ® Ditagih Diaya percakepan Japati yang tidak pernah ®* Telkom
difakuker,
(5)Pelayanan P.T. PLN ® Pemutuss; aliran listrik ® Produsen
Pelayanan P.T. PLN # /¢ fu_é_f_l_/g @ Keluhar: keialkan tarf listrik lebin dar] 30%. ® Produsen
@Pengaduan purna jual Printer ® Penjual Ingkar Jan|l akan mangemballkan uang ® Produsen
e, pembelian
iig Psrumahan (20 pengaduan) ® Ingkar pada waitu penyerahan rumah ® Produssn
‘E Pelayanan P.T. Telkom ® Ditaglh blaya parcakapan Japati yang tidak parnah ® Telkom
(3 pengaduan) dilakuken
@ Pelayanan Asuransi ® Pencalran $ dengan kurs Rp 5.000 ditolak ® Produsen
kensumen ¢ Departemen Ke usngan

h(::i Pslayanan P.T. Telkomn

(2 pangaduan)

* Ditagih blaya percakapan yang tidak pernah
dilakuken Japati, SU dan SLU

Telkomn

22, Cat mobi|

® Ragu wakaran seperti yeng tersebut pada labsl

® Ragu alas iNformas| darf abel mengenal ¢ Produssn
Isltakaran
23. Susu Kental Manis ® Kemasan menggalambung ® Balai POM
® Raca tidak enak ] Karrw'libnperindag

@ Pelayanan P.T. PLN (12 pengadu) ® Alat vlektronlk rusak sesudah tarjad| kenalkan ® Produsen
tegangan Jistrik ® PLN Jakarta
; ® PLN Distribus! Jatang
25. Pembslian Sepeda Mator dengan ® Pengge'apan atas uang angsuran ®* Produsen
anggsuran ® Panggslaparn atag sspada motor ¢ Kepolisian Resort
Yogyakarta
26. Cat tembok IC) ® Kualias tidak sesua dengan vang diinformasikan ® Pradusen
prdea brosur, ® Dewan Standarisasi

Nasional

6 orang

* Kanwil Deperindzeg
27. Bahan Sandang ® Kurang Informasi ® Produsen
28. AMDK ® Takterdaftar pada Dapkaes, ® Balel POM
28. Parfume ® Tak barmersk, tak terdaftar, menimbulkan rasa ® Toko
getal.
30. Pslayanan POS ¢ Sebagian barang hilang. ® Produsen
31. Pemnbelian Sepeda motor dengan ® Kenalkan suku bunga yang ditstapkan secara ® Produsen _
angsuran saplhak. o -
i’32§Pelayanan P.T. Telkom (keluhan) ® Keluhan mengenal Japati ® Telkom
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Dari data-data pengaduan, upaya perlindungan konsumen oleh

YLKI dan kasus-kasus tersebut dapat dikelompokkan :

1. %Perlindungan dari bahaya terhadap Keamanan dan Kesehatan.
Kasus yang ditemui :

Ada benda melayang~layang dalam air minum dalam kemasan
Kemasan makanan kaleng sudah rusak seperti : penyok,
menggembung, karat dan bocor.

Makanan/minuman sudah kadaluarsa tapi masih dijual

Aroma isi makanan tidaksegar

Terdapat sarung tangan dalam susu kaleng

Obat dalam kemasan sudah rusak

Isi makanan sudah rusak : berulat, berjamur, berubah warna
dan berbau tidak enak.

Setelah minum obat justru dada menjadi sesak, panas dan
pusing.

Dalam proses produksi digunakan bahan tambahan yang bukan
B.T.M

2. Promosi dan Perlindungan Kepentingan Ekoromi Konsumen
Kasus yang ditemui :

d.

Masalah Informasi dalam Label
¢ Tidak terdaftar di Departeman Kesehatan

® Nomor pendaftaran palsu (Depkes RI 127/TEM/BTKYJ/U/92)

¢ Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa :

¢ Informasi ditulis selain dengan huruf latin

¢ Ukuran yang tercantum pada label tidak sesuai dengan
kenyataan

¢ Dibalik label ada label

¢ Pemalsuan merk

¢ Pencantuman “Halal"“ yang diragukan keabsahannya

[ ]

Informasi yang menyesatkan

Masalah Undian

® Tidak diikutsertakan dalam undian

* Tidak mencantumkan izin Depsos dalam iklan

¢ Tidak pernah tahu cara dan hasil undian

* Penyelenguara Undian tidak mengetahui bahwa harus ada
ijin dari Depsos

Promosi dengan surat (Direct marketing)

® Dalam surat dijanjikan akan diberi hadiah, setelah
datang ternyata harus memberi barang dahulu.

Multilevel Marketing

¢ Tidak dengan meniual barang tetapi dengan merekrut
anggota baru. Penghasilan diperoleh dari . iuran yang
disetor anggota baru N o

Perjanjian kontrak yang dirumuskan secara sepihak oleh

produsen vyang isinya berisi kewajiban konsumen tetapi

mengabaikan hak-hak konsumen

¢ Perjanjian kredit kendaraan bermotor

® Perjanjian polis asuransi

¢ Perjanjian pengadaan rumah

¢ Perjanjian Telkom, PLN dan PDAM

3. Mendapatkan ganti rugi

ganti

Dari pengaduan Yang diterima YLKI sebagian besar menuntut
rugi. Namun tidak semua pengadu mendapatkan ganti rugi

karena berbagai sebab seperti kekurangan bukti atau produsen
menolak. Ada juga konsumen yang mendapatkan ganti rugi setelah
melaluil proses negoisasi dan mediasi yang panjang.
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YLKI YOGYAKARTA

JI. Kaliurang Km. 6,7 Gg. Timor Timur 132 A Yogyakarta 55284
Telp. (0274) 882936, Fax. (0274) 588605

E-mail: ylki yogyakarta@mailcity.com

FORMULIR KONSULTAS|
NO. /K/YLKI-YK/ /1999

I. IDENTITAS

R S PO e,
2. Alamat

e TR, G

.................................................................... Telp

RORr g M TN O A N

.................................................................... Telp

3. Pekerjaan
G NEGISIM S AR T Y ¢
fl. URAIAN MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN

1. Permasalahan :
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GERAKAN SOLIDARITAS KONSUMEN INDONESLA

YLKIYOGYAKARTA

JI. Kaliurang Km. 6,7 Gg. Timor Timur 132 A Yogyakarta 55284
Telp. (0274) 882936, Fax. (0274) 588605
E-mail: ylki yogyakarta@mailcity.com

FORMULIR LAPORAN KONSULTASI

il

l. IDENTITAS

i W U S

2. No. Konsultasi ...~ KONSUTASIKe ..o
. TIM KONSULTAN

e S - Rt .

L. st s s sl s 4

......................................................................

Jam

Pl alalal
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GERAKAN SOLIDARITAS KONSUMEN INDONES]4

YLKI YOGYAKARTA

J1. Kaliurang Km. 6,7 Gg. Timor Timur 132 A Yogyakarta 55284
Telp. (0274) 882936, Fax. (0274) 588605
E-mail: ylki yogyakarta@mailcity.com

FORMULIR PENGADUAN ™ S
_NO. /P/YLKI-YK/ /1999

. IDENTITAS PENGADU |
TooNBME e sssnis.d

2. Alamal

Rumah

3. Pekerjaan
4. No. KTP/SIM

N A A R RS e 2 TV ey K AN i el Do M 35S e e

..................................................................................................
....................................................

....................................................................................................

VI. KRONOLOGI KEJADIAN

..................................................................................................................................................

Keterangan ini diberikan oleh pengadu secara jujur. Pengadu bersedia menanggung resiko
bila keterangannya terbukti berbeda,

4000
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SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawabh ini :
- Nama
- Umur
- Pekerjaan :
- Alamat g v
‘enyatakan member: kuasa dan dalam hal ini memilih domicili secara hukum di tempat
domicili penerima kuasa sebagaimana diterangkan di bawah ini, yakni : '

KRUSUS
- Untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili pemberi kuasa sebagai pengadu atau
penggugat dalam pengaduan atau perkara tentang

- Lain-lain hal vang berhubungan dengan penyelesaian perkara terszbut.

Untuk keperluan tersebut penerima kuasa diberi hak untik:

Membuat dan menanda tangani surat untuk instansi; menerima surat dari instansi serta
menghadap dan minta keterangan kepada instansi yang berwenang. Melakukan
konsiliasi, mediasi atau negosiasi atau menuntut melalui pengadilan atau lembaga lain
yang berwenang; mengajukan dalil, menanggapi dalil lawan, mengajukan bukti dan™.
menanggapi bukti lawan, melakukan dan menerima pembayaran uang serta melakukan
tindakan pembelaan lainnya yang bertujuan utnuk menyelcesaian perkara sepanjang tidak
dilarang olch perundang-undangan.

Surat kuasa ini dibuat dengan HAK SUBSTITUSI dan mulai berlaku sejak saat ditanda
tangani.

Yoguakart®uilr.. i i nnade e
Penerima kuasa: Pemberi kuasa:
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SUMBANGAN

Sebagai tanda ternma kasih atas kerjasamanya, maka kami :
Nama :
Alamat :

dengan sukarela memberikan sumbanga Kepada YLKI Yogyakarta,
gena mendukung kegiatannya, berupa uang sebesar
R csisiviovnuilin s coviesl )

Yogyakarta,... co.covoevnmvne

Penerima,
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GERANAN SOLIDRRITAS NONSUMEN INDONESIA
YLKI YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN
Nomor : 082/Eks/YLKI-YK/IX/2000

Bersama ini YLKI YOGYAKARTA menerangkan bahwa :

Nama - RUWI SUSANTO
NIM i G (9012 iy
Pendidikan  : Fakultas Hukum Universitas Jember

Telah melakukan penelitian di YLKI YOGYKARTA untuk keperiuan penulisan tugas
akhir/skripsi yang berjudul “Keberadaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Berkaitan dengan Uncang-
Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”

Demikian keterangan ini, agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan :
1. Kepada Ketua Umum YLKI YOGYAKARTA
2. Arsip

oL Raliorasy Kn 67 B Timar Timar 132 0 Yopvaarta 55284 Teg. (0270) 62836 Faw. (0270) 183447
®
JL Pandea $alra 26 C Mg Read Vara Catvr Taonsal Depak Siewas 5201
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